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TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN

PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP

KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000
dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri
dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas
pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan Fungsi Kepolisian,
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh
Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk
Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan
asas partisipasi.

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1)
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huruf f menyatakan: melakukan Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, dan menurut
Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa tata cara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah merupakan ketentuan yang
memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat dalam wujud penegakan hukum secara profesional dan
proporsional dengan senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum
dan hak asasi manusia menuju terwujudnya kepastian hukum dan
rasa keadilan, maka perlu adanya kesamaan pandangan dalam
melakukan Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fungsi kepolisian terbatas” adalah
kewenangan bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan
kuasa soal-soal (zaken gebied) yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukumnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pam Swakarsa” antara lain satuan
pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa
pengamanan.

Bidang jasa pengamanan antara lain berupa Pengamanan
Industrial (Industrial Security) yang meliputi segala upaya
yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instalasi,
sumberdaya, kegunaan (utility), material dan informasi
rahasia instansi, badan, lembaga pemerintah atau
nonpemerintah dalam rangka mencegah kerugian, dan
kehancuran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penindakan nonyustisiil” adalah
tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap
setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan,
selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh masing-masing
unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan
bidangnya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bantuan taktis dapat berupa dukungan personel
dan/atau peralatan.
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Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
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